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KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTATATA KERJA KAPANEWON

NOMOR: Og>\ /4477

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

A.

B.

Dasar Hukum /Pertimbangan

1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan
dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
hasil veifikasi , validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah;

Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kapanewon ini disusun sebagai tindak lanjut dari Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah.



2. Sebagai pedoman bagi Kapanewon dalam melaksanakantugasdanfungsisebagai unsur
kewilayahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada kapanewon sebagai unsur
kewilayahan dengan mendasar kepada hasil penyelarasan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1..15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil veifikasi , validasi dan
inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, agar tidak terjadi duplikasi tugas dan fungsi antar

jawatan.
SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon yang susunan
organisasinya efektifdan efisien berdasarkan beban kerja sehingga dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi menjadi lebih terukur kinerjanya dan indikatornya.

POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah:

1. Terdapat Perubahan tugas dan fungsi pada Kapanewon dengan mendasar kepada hasil
penyelarasan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil
veifikasi , validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, agar tidak terjadi duplikasi tugas dan

fungsi antar Jawatan.

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kapanewon diharapkan akan lebih optimal dalam melaksanakan
fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga susunan

organisasi, Kapanewon tersebut menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.
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